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ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGANIAYAAN RINGAN
{(Studi Putusan Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Lbp)

JAHTRA SOLIN
NPM. 235114044

ABSTRAK

Penganiayaan adalah kejahatan terhadap tubuh (fisik). Kata penganiayaan
yang tertuang di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perlakuan sewenang-
wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dari definisi tersebut diperluas
lagi dalam pengertian, yakni menyxngkul “batiniah” atau “perasaan”.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana
penauggung;awabm pidana terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka-
luka ringan yang diatur dalam peraturan hukum pidana Indonesia
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis
empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung atau
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan
menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang
ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk
memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan.

Berdasarkan hasil penelitian maka pertanggungjawaban pidana bagi pelaku
penganiayaan ringan yang menyebabkan luka-luka ringan dalam hukum pidana
Indonesia merupakan kombinasi dari penerapan prinsip-prinsip dasar hukum pidana
seperti asas legalitas, proporsionalitas, dan kesengajaan, serta fleksibilitas dalam
menentukan sanksi yang tepat berdasarkan faktor-faktor yang meringankan atau
memberatkan. Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP, sementara
penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Penganiayaan berencana dan
berat memiliki ketentuan yang lebih ketat, dengan sanksi yang lebih berat bagi
pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan
bahwa: Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang
menyebabkan luka-luka ringan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), khususnya Pasal 352 KUHP. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor
1748/Pid B/2023/PN Lbp. Dalam keputusan tersebut, hakim mempertimbangkan
unsur kesengajaan, konteks peristiwa, dampak terhadap korban, serta faktor-faktor
mitigasi yang dapat mempengaruhi tingkat pertanggungjawaban pelaku. Berdasarkan
fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa BENI telah terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban
MUHAMMAD YOGI LUBIS. Perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 17 Agustus
2023, di mana terdakwa melakukan serangan fisik yang mengakibatkan luka pada
korban, termasuk robek di bagian bibir dan cedera pada wajah. Kesaksian dari
beberapa saksi, termasuk korban sendiri, memberikan keterangan yang saling
mendukung dan menguatkan dakwaan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh

karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, Penganiayaan, Pasal 352 KUHP
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ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR MILD ASSAULT (Study
of Decision Number 1748/Pid.B/2023/PN Lbp)

JAHTRA SOLIN
NPM. 235114044

ABSTRACT

Persecution is a crime against the body (physical). The word persecution
as stated in the Big Indonesian Dictionary (KBBI) is arbitrary treatment (torture,
oppression, and so on). From this definition, it is expanded again in terms of
meaning, namely concerning "inner" or "feelings”.

The purpose of this study is to find out how criminal responsibility is imposed on
perpetrators of persecution that causes minor injuries as regulated in Indonesian
criminal law regulations

The type of research used in this study is empirical legal research, namely
legal research conducted by directly examining or secondary data consisting of
primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.
The data obtained from this study were analyzed using qualitative analysis,
namely describing the existing realities based on the results of the study by
systematically describing them to obtain clarity and facilitate discussion.

Based on the research results, criminal liability for perpetrators of
minor assault causing minor injuries in Indonesian criminal law is a combination
of the application of basic principles of criminal law such as the principles of
legality, proportionality, and intent, as well as flexibility in determining
appropriate sanctions based on mitigating or aggravating factors. Ordinary
assault is regulated in Article 351 of the Criminal Code, while minor assault is
regulated in Article 352 of the Criminal Code. Premeditated and serious assault
have stricter provisions, with heavier sanctions for the perpetrators.

Based on the results of the research that has been conducted, it can be
concluded that: Criminal liability for perpetrators of abuse that causes minor
injuries is regulated in the Criminal Code (KUHP), specifically Article 352 of the
Criminal ~ Code.  The judge's considerations in  decision  number
1748 Pid B2023 PN Lbp. In the decision, the judge considered the element of
intent, the context of the incident, the impact on the victim, and mitigating factors
that could affect the level of responsibility of the perpetrator. Based on the facts
revealed in the trial, the defendant BENI has been legally and convincingly
proven to have committed the crime of abuse against the victim witness
H R JOGI LUBIS. The act occurred on August 17, 2023, where the

A g Wiimself, provided statements that supported and strengthened
ending the defendant to a prison sentence of 4 (four) months.
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